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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 74 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SAMPANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak 
pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan; 

  b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan 
yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu 
unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sampang dalam menangani benturan 
kepentingan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sampang tentang Pedoman Penanganan Benturan 
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sampang; 

 
Mengingat : 1.  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negar Repbulik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir kali 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019              
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Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), 
sebnagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali 
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13               
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023             
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6868); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6897); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94  
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021            
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang 
Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negarai dalam 
Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir kali dengan Keputusan Presiden 
Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Presiden Nomor 10 tahun 1974 tentang Beberapa 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan 
Hidup; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di 
Lingkungan Departemen Dalam Negari dan Pemerintahan 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 
Pengawas Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagaunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1813; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                
Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3              
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang                      
Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2                      
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2); 
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20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 45); 

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 130 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten 
Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 
Nomor 130); 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR    TAHUN 2023 
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN 
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SAMPANG 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sampang. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang. 
5. Inspektorat daerah adalah Perangkat Dearah yang 

membidangi pengawasan intern Pemerintah Daerah. 
6. Benturan Kepentingan adalah situasi yang 

mengakibatkan penyelenggara negara memiliki atau patut 
diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap 
penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi 
kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

 
 

BAB II 
PEDOMAN PENAGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

 
Pasal 2 

(1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sampang diwajibkan melakukan identifikasi potensi 
benturan kepentingan dan merancang kegiatan 
penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

(2) Identifikasi potensi benturan kepentingan dan 
penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh: 
a. Sekretaris pada setiap  unit kerja  bersama para 

pemangku kewenangan strategis dalam mengambil 
kebijakan disetiap unit kerja; dan 
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b. Seluruh unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
dan Jabatan Administrator di bawahnya selaku 
pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat 
operasional. 

(3) Setiap unit kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi 
dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan 
Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada 
seluruh pegawai di lingkungannya. 
 
 
 
 

Pasal 3 
Ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan 
kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan 
penanganannya yang dilakukan oleh unit kerja 
didokumentasikan sesuai peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB III 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
Pasal 5 

(1) Setiap unit kerja diwajibkan melakukan evaluasi internal 
secara berkala terhadap hasil identifikasi benturan 
kepentingan dan kegiatan penanganannya. 

(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang melakukan 
pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja 
dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan 
Kepentingan 

 
Pasal  6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
 
Ditetapkan di: Sampang 
pada tanggal : 23 November 2023 

 
BUPATI SAMPANG, 
 

ttd 
 
SLAMET JUNAIDI 
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Diundangkan di : Sampang 
Pada tanggal : 23 November 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 
 
ttd 
 
Yuliadi Setiyawan 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR :  74 
 


